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ABSTRAK

Strategi Implementasi Rekrutmen Penyandang Disabilitas Sebagai CPNS
di Kementerian Sekretariat Negara RI
Muhammad Ersan Pamungkas, Mala Sondang Silitonga
m.ersan@setneq.go.id, ersanpamungkas83@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan rekrutmen inklusif
bagi penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS di Kementerian
Sekretariat Negara (Kemensetneg). Dengan pendekatan studi kasus
kualitatif dan analisis kebijakan, penelitian membandingkan mandat
hukum kuota minimal 2 persen sebagaimana diatur dalam UU No.
8/2016 dengan realitas pelaksanaannya. Melalui triangulasi data berupa
wawancara, analisis dokumen, dan observasi, ditemukan bahwa
proporsi pegawai disabilitas di Kemensetneg masih rendah. Beberapa
faktor penghambat teridentifikasi, yakni: partisipasi pelamar disabilitas
yang rendah karena minim sosialisasi; keterbatasan infrastruktur fisik
dan teknologi bantu; prosedur seleksi yang belum sepenuhnya adaptif
terhadap keragaman kebutuhan; serta ketiadaan mekanisme
pemantauan, evaluasi, dan pelibatan organisasi advokasi disabilitas. Hal
ini membuat sistem kuota cenderung menjadi pemenuhan formalitas
belaka tanpa mendorong perubahan substantif. Untuk mengoptimalkan
kebijakan, direkomendasikan peningkatan sosialisasi rekrutmen yang
aksesibel, integrasi prinsip aksesibilitas dalam infrastruktur dan sistem
informasi, penyesuaian prosedur administrasi, transparansi formasi
jabatan, peningkatan kapasitas panitia seleksi, penerapan audit berkala,
serta dukungan karier berkesinambungan bagi pegawai disabilitas.
Penelitian ini menegaskan bahwa inklusi sejati menuntut pendekatan
multi-pemangku kepentingan dengan landasan teori inklusi sosial, dan
evaluasi kebijakan Grindle. Kepatuhan hukum perlu disertai reformasi
struktural dan perubahan budaya institusional untuk memastikan
kesetaraan partisipasi dalam birokrasi negara.

Kata Kunci: Rekrutmen, Disabilitas, ASN, Inklusi Sosial, Kemensetneg
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ABSTRACT

Strategies of the Implementation of Disability-Inclusive
Recruitment for Civil Servant Candidates at Ministry of State
Secretariat of the Republic of Indonesia
Muhammad Ersan Pamungkas, Mala Sondang Silitonga
m.ersan@setneq.go.id, ersanpamungkas83@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

This study examines the implementation of an inclusive recruitment
policy for persons with disabilities in the selection of civil servants
(CPNS) at the Ministry of State Secretariat (Kemensetneg). Adopting a
qualitative case study and policy analysis approach, it contrasts the legal
requirement of a minimum 2 percent quota as mandated by Law No.
8/2016 with the realities of its application. Based on data triangulation
through interviews, document review, and observation, the findings
indicate that the proportion of employees with disabilities at
Kemensetneg remains limited. Several barriers were identified,
including: low participation of applicants with disabilities due to
insufficient outreach efforts; inadequate physical infrastructure and
assistive technologies; selection procedures that have yet to fully
accommodate diverse needs; and the absence of monitoring, evaluation,
and active engagement with disability advocacy organizations. As a
result, the quota system risks functioning more as a procedural formality
than as a driver of meaningful change. To optimize the policy,
recommendations include: enhancing accessible recruitment outreach;
embedding accessibility principles into infrastructure and information
systems; adjusting administrative processes; ensuring transparency in
job postings; strengthening the capacity of selection committees;
introducing periodic audits; and establishing sustained career
development support for employees with disabilities. The study
underscores that genuine inclusion requires a multi-stakeholder
approach, grounded in social inclusion theory, and Grindle’s framework
for policy evaluation. Legal compliance, therefore, must be reinforced by
structural reforms and cultural shifts within institutions to guarantee equal
participation in the state bureaucracy.

Keywords: Recruitment, Disability, Civil Servants, Social Inclusion,
Ministry of State Secretariat
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A. Latar Belakang

Untuk memenuhi salah satu tujuan yang termaktub dalam Sustainable
Development Goals (SDGs), Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong inklusi
sosial bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam penyediaan lapangan pekerjaan
(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], 2020; United Nations,
2015). Berbagai kebijakan telah pemerintah rancang agar penyandang disabilitas
dapat menjalani kehidupan layaknya individu tanpa disabilitas, mendapatkan
perlindungan, serta terpenuhi haknya (Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020).

Inklusi sosial menurut Bank Dunia adalah proses peningkatan prasyarat agar
individu dan kelompok dapat berpartisipasi dalam masyarakat melalui peningkatan
kemampuan, kesempatan, dan martabat, khususnya bagi kelompok yang
terpinggirkan karena identitasnya (World Bank, 2025). Dengan kata lain, inklusi sosial
merupakan upaya agar setiap orang dapat menikmati kesamaan hak dalam
bermasyarakat. Inklusi sosial juga merupakan bagian dari pendekatan GEDSI
(kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial), yakni pendekatan pembangunan
yang mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam
semua aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dengan tujuan
mewujudkan masyarakat yang adil dan setara dan setiap orang memiliki kesempatan
yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang tanpa memandang jenis kelamin,
disabilitas, atau latar belakang sosial (World Bank, 2020; DFAT, 2022). Inklusi sosial
juga menjadi aspek yang krusial dalam pencapaian SDGs yang sejalan dengan prinsip
no one is left behind. Prinsip ini mengandung makna bahwa dampak positif yang
dihasilkan pembangunan harus dapat dirasakan semua pihak sehingga tidak boleh
ada seorang pun yang tertinggal (United Nations, 2015; Ombudsman Republik
Indonesia, 2020). Oleh karena itu, menurut prinsip ini, penyandang disabilitas terus
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memuat sejumlah rujukan eksplisit kepada penyandang disabilitas yang menegaskan
komitmen terhadap inklusi bagi penyandang disabilitas dalam berbagai tujuan. Secara
spesifik, disabilitas disebutkan dalam kaitan dengan Tujuan Nomor 10 yang berfokus
pada pengurangan kesenjangan dan upaya mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan
politik bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas (Localise SDGs
Indonesia, 2020; The SMERU Research Institute, 2018). Adapun lima SDGs yang
spesifik secara langsung membahas isu terkait disabilitas dijabarkan dalam Bagan 1.1
berikut
Bagan 1.1
Lima SDGs Terkait Disabilitas

Nomor 4:

Memastikan
pendidikan
berkualitas yang
inklusif dan
merata bagi
penyandang
disabilitas

Nomor 17:

Memperkuat sarana
implementasi dan
merevitalisasi

Nomor 8:

Mendorong
pertumbuhan

kemitraan global untuk e'f,?ﬁﬁg# é/:rr:g
. pembangunan kesempatan kerja
erkelanjutan yang 5 SDGs yang penuh bagi
mencakup pemilahan spesifik secara penyandang
d?t? beédasba}lr_lfan langsung disabilitas
atus disabifita membahas isu
terkait

disabilitas

Nomor 11:

Membangun kota
yang inklusif dan
dapat diakses semua
orang, termasuk
penyandang
disabilitas;

Nomor 10:

Memberdayakan
dan mempromosikan
inklusi penyandang
disabilitas

Sumber: Lestari Kompas, 2023; SDG Center Unpad, 2020; the SMERU
Research Institute, 2018).



Pekerjaan dan penghidupan memang merupakan salah satu hak warga negara
yang dijamin negara, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia
berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Kementerian
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022). Pada tataran global, hak penyandang
disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak diakui dalam pernyataan yang
tertuang pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi Majelis
Umum PBB pada 10 Desember 1948 dan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23
bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, mendapatkan
kondisi kerja yang adil, dan perlindungan terhadap pengangguran (Universal
Declaration of Human Rights (UDHR), 1948). Tahun 2011, pemerintah Indonesia
meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention of
the Rights of Persons with Disabilities) yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan
penyandang disabilitas di Tanah Air (United Nations, 2024).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga
mengakui hak penyandang disabilitas untuk diangkat menjadi ASN dengan memberi
ruang penyesuaian syarat kesehatan jasmani sesuai kebutuhan jabatan yang akan
diisi. Undang-undang ini memuat ketentuan terkait penyandang disabilitas, khususnya
dalam konteks perekrutan dan manajemen ASN. Ketentuan yang paling relevan
terletak pada syarat rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yakni terkait
syarat sehat jasmani dan rohani. Persyaratan ini memperhatikan penyandang
disabilitas dengan menyesuaikan kriteria “sehat jasmani” berdasarkan kebutuhan
pelaksanaan pekerjaan, dan bukan berarti seluruh penyandang disabilitas otomatis
dikecualikan atau tidak dapat mengikut seleksi CPNS namun persyaratannya harus
disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini tentu saja memberikan
akses dan peluang bagi penyandang disabilitas meskipun dalam praktiknya
perlindungan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas kerap menjadi sorotan
karena adanya persepsi diskriminasi yang dirasakan penyandang disabilitas terkait

syarat tersebut. Akan tetapi, menurut undang-undang ini, penyandang disabilitas



sejatinya diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS jika mampu melaksanakan tugas
pada posisi yang dilamar dengan penyesuaian syarat jasmani sesuai kebutuhan
jabatan.

Adapun tujuan dari penyesuaian syarat tersebut adalah agar penyandang
disabilitas tetap memperoleh kesempatan yang adil dan tidak diskriminatif sejalan
dengan merit system dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan merit system
ini, pengelolaan ASN di Indonesia dilakukan dengan berlandaskan pada kualifikasi,
kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara
adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit,
agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kebutuhan khusus
(Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2021; Peraturan
Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014).
Khusus untuk poin “kebutuhan khusus”, hal ini merujuk pada penyandang disabilitas
sehingga dapat dikatakan bahwa rekrutmen penyandang disabilitas sebagai CPNS
sejatinya merupakan pengejawantahan dari prinsip meritokrasi dalam pengelolaan
ASN.

Perlindungan yang lebih komprehensif terhadap pemenuhan hak penyandang
disabilitas di bidang ketenagakerjaan mendapatkan legitimasi yang jelas melalui
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-
undang ini dipandang sebagai landasan hukum yang signifikan karena secara
eksplisit menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan,
aksesibilitas, serta akomodasi yang layak, termasuk kesempatan untuk berkarier
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 53
yang mewajibkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyediakan formasi khusus
bagi penyandang disabilitas dengan alokasi minimal dua persen dari total kebutuhan
pegawai. Adapun sektor swasta diwajibkan mengalokasikan sedikitnya satu persen
dari jumlah tenaga kerja yang tersedia. Penetapan kuota ini tidak hanya berfungsi

sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang



dirancang untuk menjamin kesetaraan kesempatan kerja serta mengurangi potensi
praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja.

Tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 dan yang akan datang, perhatian terhadap penyandang
disabilitas menjadi salah satu fokus dalam upaya membangun sumber daya manusia
di Indonesia. RPJMN 2020-2024 mencakup program nasional yang berfokus pada
perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan sosial bagi penyandang
disabilitas dan individu lanjut usia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88
Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Bappenas, 20201; Legalitas.org, n.d.2).
Sementara dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat, ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh hal-hal
sebagaimana digambarkan dalam Bagan 1.2 berikut (Peraturan Pemerintah Nomor
70 Tahun 2019).

Bagan 1.2
Hak Penyandang Disabilitas
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

Pendidikan pada
semua satuan, jalur,
jenis, dan jenjang

pendidikan
Hak yang sama untuk Pekerjaan dan
menumbuh kembangkan penghidupan yang layak
bakat, kemampuan, dan sesuai dengan jenis dan
kehidupan sosialnya, terutama derajat disabilitas,
bagi penyandang disabilitas pendidikan, dan
anak dalam lingkungan kemampuannya
keluarga dan masyarakat
Rehabilitasi, bantuan Perlakuan yang sama
sosial, dan untuk berperan dalam
pemeliharaan taraf pembangunan dan
kesejahteraan sosial menikmati hasil-hasilnya

Aksesibilitas

dalam rangka
kemandirian




Sumber: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan pelbagai indikator untuk
memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam akses
pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di usia sekolah, serta layanan
kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Tantangan
utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam RPJMN 2025-2045 adalah akses
terhadap layanan kesehatan yang masih minim, termasuk jaminan rawat inap dan
rawat jalan yang belum akomodatif. Menurut Rahayu, dkk. (2013), terdapat empat
asas yang merupakan prasyarat mutlak dalam menjamin kemudahan atau
aksesibilitas penyandang disabilitas sebagaimana yang ditunjukkan dalam Bagan 1.3
berikut.

Bagan 1.3
Empat Asas Yang Menjamin Kemudahan atau Aksesibilitas Bagi Penyandang
Disabilitas

asas kemudahan, bahwa setiap orang )
dapat mencapai semua tempat atau
bangunan yang bersifat umum dalam
suatu lingkungan
_J
asas kegunaan, bahwa semua orang )
dapat mempergunakan semua tempat
atau bangunan yang bersifat umum
| lingk

~

asas keselamatan, bahwa setiap bangunan
dalam suatu lingkungan terbangun harus
memperhatikan keselamatan bagi semua
orang termasuk penyandang disabilitas

asas kemandirian, bahwa setiap orang
harus dapat mencapai dan masuk untuk
menggunakan semua tempat atau
bangunan dalam suatu lingkungan dengan
tanpa membutuhkan bantuan orang lain

Sumber: Rahayu, dkk. (2013)



Penyandang disabilitas memang telah menjadi bagian integral dari masyarakat
Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, ada
sekitar 28,05 juta penyandang disabilitas di Tanah Air, atau setara dengan 10,38
persen dari total jumlah penduduk, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun
2023 melaporkan ada sekitar 22,97 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia, atau
sekitar 8,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia saat itu (Badan Pusat
Statistik, 2024). Sebagian besar penyandang disabilitas berada di kelompok usia
lanjut. Adapun hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023 menyebut
bahwa penyebab utama (sebesar 59 persen) dari disabilitas adalah penyakit, selain
kecelakaan/cedera/kekerasan (26 persen), kelainan bawaan (14 persen), dan tidak
dijelaskan (satu persen) (Kementerian Kesehatan RI, 2024). United Nations Children’s
Fund (UNICEF) melaporkan bahwa 36 persen anak penyandang disabilitas di Tanah
Air tidak dapat mengenyam bangku sekolah dan hanya delapan persen anak tanpa
disabilitas menghadapi situasi yang serupa (UNICEF Indonesia, 2023).

Pembahasan terkait isu disabilitas tidak dapat dilepaskan dari pemahaman
mengenai konsep “penyandang disabilitas” dan “disabilitas” itu sendiri. Organisasi
Buruh Internasional (ILO) mendefinisikan “penyandang disabilitas” sebagai
“seseorang yang menderita kelainan fisik, indra, intelektual, maupun psikososial yang
dapat mengurangi kemampuannya dalam mendapatkan atau mempertahankan
pekerjaan yang layak”. Definisi serupa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 yang mendefinisikan “penyandang disabilitas” sebagai “setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya
berdasarkan persamaan hak”. Menurut World Health Organization (WHO),
“disabilitas” didefinisikan sebagai “umbrella term for impairments, activity limitations,
or participation restrictions.” Dengan kata lain, penyandang disabilitas merupakan
kelompok yang kemungkinan besar akan mengalami hambatan dalam kehidupan

sehari-hari yang tidak hanya disebabkan oleh gangguan fisik atau psikis, tetapi juga



hambatan sosial dan lingkungan (WHO, 2024). Konsep “disabilitas” sendiri bersifat
multidimensional, tidak terbatas pada aspek fisik semata, tetapi dapat meliputi aspek
kognitif, mental, sosial, dan lingkungan (WHO, 2024). “Disabilitas” juga sebetulnya
dapat dilihat secara konseptual dalam bentuk yang beragam dan dapat memengaruhi
individu dalam berbagai aspek, seperti aspek fisik, aspek kognitif, aspek sosial, dan
juga aspek perkembangan (Han dkk., 2022).

Penyandang disabilitas juga merupakan salah satu kelompok rentan yang masih
belum memperoleh perhatian yang memadai dari pemerintah maupun masyarakat
(Zulkeendi, 2023; Mulyani, 2022). Kondisi ini berkontribusi terhadap terjadinya
diskriminasi yang beragam, khususnya di lingkungan kerja. Berbagai penelitian dan
laporan terbaru menegaskan bahwa diskriminasi di dunia kerja kerap dialami
penyandang disabilitas di Indonesia dalam bentuk keterbatasan akses, penolakan
pada proses rekrutmen, serta stigma yang menyertai status disabilitas (Damanik &
Andriyani, 2024; Dini, 2024; KBR.ID, 2023; Komnas Perempuan, 2023). Meskipun
telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak
disabilitas, penerapannya di lapangan masih belum optimal sehingga hak-hak
penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan peran yang
setara masih sering terabaikan.

Pada tataran global, WHO melaporkan sekitar 16 persen dari populasi global,
atau setara dengan lebih dari 1,3 miliar orang, menderita beberapa bentuk disabilitas.
Adapun sekitar 190 juta orang, atau 3,8 persen dari individu yang berusia di atas 15
tahun, menghadapi kesulitan yang serius dalam menjalankan fungsi normal sehari-
hari. Sementara menurut Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, penyandang disabilitas merupakan satu dari
enam kelompok yang sangat rentan terhadap eksklusi sosial, yang merupakan
antitesis dari inklusi sosial, selain individu lanjut usia, anak-anak, perempuan,
minoritas etnis/suku, dan orang dengan stigma tertentu (seperti HIV/AIDS, narkoba,
atau yang memiliki catatan kriminal di masa lalu), (Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020).



Beberapa jenis disabilitas juga tumpang tindih. Misalnya, seseorang dapat
menderita disabilitas fisik dan intelektual (disabilitas ganda) sehingga memerlukan
pendekatan yang lebih dalam memberikan perawatan atau dukungan bagi jenis
disabilitas yang bersangkutan. Untuk seleksi CPNS, jenis disabilitas yang digunakan
dalam seleksi tahun 2024 oleh pemerintah Indonesia adalah seperti yang tersaji dalam
Bagan 1.4 (BPS, 2024).

Bagan 1.4
Jenis Disabilitas Yang Diterima Dalam Seleksi CPNS 202

~

[ Disabilitas Fisik [ Disabilitas Sensorik

|| Amputasi || Netra (buta total atau persepsi
(tangan/kaki) cahayallow vision),

Kelemahan bagian
— atas anggota gerak — Rungu

atas dan bawah

( )

Paraplegia (anggota | i eahili ;
tubuh bagian bawah Disabilitas Grahita

— yang meliputi kedua
tungkai dan organ

panggul (
\. J | | Down Syndrom (Disabilitas
Mental)
— Cerebral palsy (CP) p
| | Disabilitas perkembangan
(autis/hiperaktif)

r

—— Wicara: Disabilitas intelektual ]

.

Psikososial (skizofrenia,
— Dbipolar, depresi, anxietas,
atau gangguan kepribadian)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan jenis disabilitas yang ditunjukkan dalam Bagan 1.4, Pemerintah
Indonesia menggunakan penggolongan disabilitas yang berbeda. Akan tetapi,

berdasarkan penggolongan ini, ada beberapa jenis disabilitas yang tidak tercakup



dalam kategorisasi disabilitas menurut WHO. Misalnya, epilepsi. Kondisi ini
sebetulnya berpotensi menimbulkan diskriminasi terselubung bagi penyandang
disabilitas karena masih ada jenis disabilitas yang belum diakomodasi dalam seleksi
CPNS pada tahun 2024. Padahal, salah satu tujuan utama dalam penyediaan formasi
disabilitas dalam seleksi CPNS adalah mendorong terciptanya inklusi sosial dan
menghilangkan diskriminasi. Pemerintah diasumsikan memiliki alasan dan
pertimbangan 890sendiri untuk tidak memasukkan beberapa jenis disabilitas tertentu
dalam seleksi CPNS. Hal ini akan menjadi pembahasan pada Bab IV dalam penelitian
ini.

Tidak dapat dipungkiri, satu dari tantangan yang dihadapi penyandang
disabilitas adalah ketika mencari lapangan pekerjaan, termasuk di instansi
pemerintah. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), penyandang disabilitas
membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, memanfaatkan
kemampuan yang dimiliki, serta berkontribusi dalam masyarakat (International Labour
Organization, 2001). Merujuk pada data Kementerian Tenaga Kerja Rl tahun 2021,
setidaknya ada 17,74 juta orang usia kerja (15 tahun ke atas) yang merupakan
penyandang disabilitas dan sebanyak 7,04 juta penyandang disabilitas merupakan
bagian dari angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2023; Kementerian
Ketenagakerjaan RI, 2021). Sejak pemberlakuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016, semakin banyak perusahaan swasta dan instansi pemerintah yang
merekrut penyandang disabilitas.

Beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan Australia telah menerapkan
kebijakan rekrutmen pegawai negeri penyandang disabilitas. Di Singapura,
perekrutan menekankan prinsip nondiskriminasi, berbasis kompetensi, dan mengikuti
pedoman Tripartit untuk Praktik Ketenagakerjaan yang Adil, dengan dukungan inisiatif
inklusif serta insentif bagi pemberi kerja. Namun, tantangan masih ada, seperti
kurangnya kesadaran disabilitas di lingkungan kerja. Malaysia telah memiliki
kebijakan kuota satu persen pegawai negeri dari penyandang disabilitas sejak 1988,
namun implementasinya masih lemah dengan tingkat ketenagakerjaan riil yang

rendah dan banyak hambatan struktural, termasuk stereotip dan kurangnya akses
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pendidikan. Di Australia, Strategi Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas 2020-25
menargetkan 7 persen pegawai negeri penyandang disabilitas pada 2025, dengan
integrasi perlindungan hukum antisdiskriminasi dan berbagai dukungan praktis untuk
mendorong inklusi di sektor publik. Jika dibandingkan dengan praktik serupa di
Indonesia, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah berhasil mengadopsi arus utama
(mainstreaming) dalam pengembangan kebijakan rekrutmen yang inklusif, yakni
rekrutmen penyandang disabilitas sebagai CPNS di instansi-instansi pemerintah,
setidaknya dalam konteks kawasan Asia Pasifik. Capaian ini menunjukkan bahwa
Indonesia tidak tertinggal dalam agenda internasional untuk memperluas akses
kesempatan kerja di sektor publik bagi penyandang disabilitas. Langkah ini sekaligus
menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat prinsip kesetaraan
dan mendorong terciptanya inklusi sosial di birokrasi negara (Sakinah, 2012).

Akan tetapi, keberhasilan di tingkat kebijakan belum otomatis menjamin
tercapainya tujuan yang diharapkan. Mengacu pada kerangka evaluasi kebijakan
menurut Grindle (1980), efektivitas implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan
(content of policy), seperti kejelasan tujuan, sasaran, dan alokasi sumber daya, serta
konteks implementasi (context of implementation), yang mencakup kapasitas
birokrasi, komitmen, dukungan politik, dan kondisi sosial masyarakat (Grindle, 1980;
Prihatin, 2021). Oleh karena itu, kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas di
Indonesia perlu dievaluasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, baik dari sisi
substansi kebijakan maupun kesiapan institusi pelaksana. Evaluasi komprehensif
dengan kerangka ini penting dilakukan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran
normatif, tetapi benar-benar mendorong perubahan nyata dalam praktik rekrutmen
dan pengembangan karier penyandang disabilitas, termasuk di instansi pemerintah.

Keberadaan penyandang disabilitas dalam masyarakat memang tidak dapat
hanya dipandang sebagai persoalan sosial, melainkan harus direspons dengan
kebijakan publik yang menjamin kesetaraan hak dan kesempatan (Ramadhani, 2024).
Hal ini sejalan dengan paradigma new public service yang menegaskan bahwa negara
berkewajiban melayani seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk kelompok

yang selama ini termarjinalkan, seperti penyandang disabilitas (Yaman, 2021). Dalam
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konteks Indonesia, pengakuan atas hak-hak penyandang disabilitas untuk
berpartisipasi dalam birokrasi negara merupakan langkah penting menuju
terwujudnya inklusi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kustini & Dianti,
2020). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi transformasional karena
menegaskan hak penyandang disabilitas untuk diangkat sebagai ASN (Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014; Yaman, 2021).

Lebih jauh, keberadaan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pengadaan CPNS menjadi instrumen kebijakan awal yang
menandai pergeseran dari model rekrutmen birokrasi yang homogen menuju
mekanisme yang lebih responsif terhadap keberagaman (Ramadhani, 2024).
Pemberian kuota khusus bagi penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS pada
dasarnya mengandung dua fungsi strategis: pertama, sebagai bentuk affirmative
action untuk mengoreksi ketidaksetaraan historis dalam akses kepegawaian; dan
kedua, sebagai demonstrasi komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip
nondiskriminasi sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (Kustini & Dianti, 2020; Al Maslul et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan
ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi
juga perlu dipandang sebagai langkah politik dan institusional dalam rangka
membangun birokrasi yang inklusif serta merepresentasikan keragaman sosial dalam
tubuh negara (Ramadhani, 2024). Juga ditetapkan dalam Menteri PAN-RB Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan CPNS bahwa setiap instansi
pemerintah wajib menyediakan formasi khusus bagi penyandang disabilitas.
Kebijakan ini diperkuat dengan PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 yang
menerapkan prinsip affirmative action dengan menetapkan kuota minimal dua persen
dari seluruh formasi CPNS di instansi pusat dan satu persen di instansi daerah untuk
penyandang disabilitas (PSHK, 2019; Kemenko PMK, 2022). Penerapan kuota
afirmasi ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang

menegaskan kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam mengikuti seleksi ASN,
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baik sebagai PNS maupun PPPK, sehingga berbagai instansi pemerintah mulai
melaksanakan rekrutmen yang lebih inklusif.

Secara empiris, pada CPNS 2018, dari total 238.015 formasi yang dibuka
secara nasional, dialokasikan sekitar 2.892 formasi bagi penyandang disabilitas;
1.025 formasi untuk instansi pusat dan 1.867 untuk instansi daerah, meskipun jumlah
ini baru mencakup proporsi yang sangat kecil dari total populasi penyandang
disabilitas di Indonesia (PSHK, 2019). Dalam periode 2021 dan 2024, pemerintah
semakin konsisten menyediakan formasi khusus, misal dalam rekrutmen CASN 2021
dan 2024, tiap instansi diwajibkan membuka minimal 2 persen formasi untuk
disabilitas dari total formasi yang tersedia, sesuai peraturan terbaru di sektor PNS
maupun PPPK (Kemenko PMK, 2022; Kemenpan RB, 2024).

Akan tetapi, optimalisasi pengisian formasi disabilitas ini masih menghadapi
tantangan di sejumlah daerah, sehingga capaian kuota 2 persen belum selalu
terpenuhi di seluruh instansi. Secara teoritis, kebijakan ini mencerminkan affirmative
action yang menurut Rawls dalam Justice as Fairness berperan memberdayakan
kelompok rentan agar mendapatkan peluang yang setara (Rawls, 1971). Pada fase
policy formulation dan adoption dalam policy cycle (Howlett & Ramesh, 2003), afirmasi
ini jadi representasi respons negara terhadap marginalisasi akses kerja pada sektor
publik. Hal ini juga memperkuat praktik inclusive governance (UNESCAP, 2017) dan
diversity management yang menekankan keragaman sumber daya manusia untuk
memperkuat kinerja dan legitimasi organisasi publik (Dessler, 2020). Dengan
demikian, penyediaan formasi khusus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disabilitas
merupakan langkah strategis menuju birokrasi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Pada seleksi CPNS terakhir tahun 2024, sejumlah instansi pemerintah tercatat
membuka formasi khusus yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Beberapa
di antaranya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian
Informasi dan Informatika, yang pada tahun tersebut telah bertransformasi menjadi
Kementerian Informasi dan Digital, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang kemudian dipecah menjadi tiga kementerian terpisah, yaitu Kementerian Hukum,

Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
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Selain itu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) juga turut menyediakan formasi yang inklusif bagi pelamar dengan
disabilitas. Berdasarkan data Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi Badan
Kepegawaian Negara (BKN), terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah formasi
yang dialokasikan bagi penyandang disabilitas dibanding periode seleksi sebelumnya.
Peningkatan ini menggambarkan adanya upaya nyata yang dilakukan pemerintah
untuk memperluas akses rekrutmen yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga
berkontribusi dalam membangun praktik inklusi di birokrasi. Perkembangan tersebut
dapat dilihat lebih jelas pada Bagan 1.5 yang menampilkan perbandingan jumlah
formasi khusus disabilitas dari tahun ke tahun.

Dari sisi kebijakan, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak penyandang
disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, termasuk kesempatan yang setara dalam
rekrutmen aparatur sipil negara. Selain itu, peningkatan formasi inklusif dalam CPNS
2024 juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan,
yang mengatur dukungan kelembagaan bagi penyandang disabilitas dalam
mengakses pasar kerja. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menggambarkan
pemenuhan kewajiban hukum semata, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk
mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi ke dalam praktik
manajemen sumber daya manusia aparatur negara. Implikasi selanjutnya adalah
terbangunnya kultur birokrasi yang lebih inklusif, yang diharapkan dapat memperkuat
legitimasi pemerintah dalam mendorong agenda pembangunan yang berorientasi

pada keadilan sosial.
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Bagan 1.5
Total Formasi CPNS Yang Dapat Diisi Oleh Penyandang Disabilitas
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Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2025)

Dari Bagan 1.5., dapat dilihat adanya fluktuasi formasi CPNS yang dapat diisi
penyandang disabilitas walaupun memang ada tren kenaikan pada tahun-tahun
terakhir yang mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam memberikan
kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk diangkat menjadi CPNS (Badan
Kepegawaian Negara, 2024).

Salah satu institusi pemerintah yang telah menjalankan kebijakan rekrutmen
penyandang disabilitas sebagai CPNS adalah Kementerian Sekretariat Negara
(Kemensetneg). Pada seleksi CPNS tahun 2024 misalnya, ada dua kategori formasi
yang disediakan Kemensetneg, yaitu (1) formasi umum, yakni seluruh warga negara
Indonesia yang memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan
pelamar, dan (2) formasi khusus, yang terdiri diri lulusan terbaik berpredikat “Dengan
Pujian”/cum kaude, putra/putri Papua, putra/putri Kalimantan, penyandang disabilitas,
serta diaspora. Pada seleksi CPNS tahun 2024, Kemensetneg menyediakan tiga
formasi untuk penyandang disabilitas seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1
berikut.
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Tabel 1.1
Formasi Penyandang Disabilitas Untuk CPNS di Kementerian Sekretariat Negara

tahun 2024
No. Formasi Jumlah Kualifikasi Unit Penempatan
Pendidikan
1 Fasilitator 1 S-1 limu | Deputi Bidang Dukungan
Pemerintahan Pemerintahan Kerja Kabinet, Asisten
Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan
2 Penata Kelola | 1 S-1 Hukum Deputi Bidang
Hukum dan Kemaritiman dan
Perundang- Investasi, Asisten Deputi
Undangan Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisataan
3 Arsiparis 1 S-1 lImu | Sekretariat Kementerian
Terampil Komunikasi

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara (2025)

Sejauh ini, Kemensetneg telah memiliki tiga ASN penyandang disabilitas dan
tiga ASN dan tiga CPNS penyandang disabilitas. Langkah positif yang dibuat
Kemensetneg menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap keberadaan
penyandang disabilitas dan hak mereka untuk menjadi CPNS. Dalam konteks
rekrutmen penyandang disabilitas sebagai CPNS, Kemensetneg dapat menjadi tolok
ukur dalam memotret implementasi rekrutmen penyandang disabilitas sebagai CPNS
di Indonesia karena Kemensetneg memainkan peran yang sangat strategis di
pemerintahan. Kemensetneg memiliki fungsi pemberian dukungan teknis dan
administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan keputusan
terkait penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup analisis yang cepat, akurat,
dan responsif yang sangat penting untuk efektivitas kebijakan publik. Kemensetneg
juga bertanggung jawab atas peningkatan kualitas sumber daya manusia di
lingkungan Kemensetneg dan pada gilirannya berkontribusi pada kinerja pemerintah
secara keseluruhan.

Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban instansi

pemerintah untuk merekrut penyandang disabilitas melalui CPNS dengan kuota paling
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sedikit dua persen, implementasinya di Kemensetneg masih belum optimal. Dari total
2.743 pegawai di Kemensetneg, hanya enam orang yang merupakan penyandang
disabilitas, atau sekitar 0,219 persen. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi ASN
penyandang disabilitas masih relatif rendah. Padahal, peraturan perundang-
undangan terkait formasi disabilitas ini telah diberlakukan lebih dari sebelas tahun.
Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan yang signifikan antara landasan hukum
dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, berdasarkan penelusuran dokumen yang
dilakukan peneliti sebelum penelitian ini, Kemensetneg hingga saat ini belum memiliki
aturan internal yang lebih rinci, seperti standar operasional prosedur (SOP), dalam
proses rekrutmen penyandang disabilitas sebagai CPNS. Ketiadaan regulasi teknis
ini berpotensi menimbulkan berbagai kendala dalam implementasi di lapangan,
misalnya ketidakjelasan mekanisme seleksi, standar asesmen yang inklusif, maupun
penentuan bentuk akomodasi yang layak bagi pelamar dengan ragam disabilitas.
Dari sisi hukum, proses rekrutmen ASN bagi penyandang disabilitas di
Indonesia dijamin oleh sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memerintahkan pemerintah untuk
memastikan proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pengembangan karier
berlangsung adil dan tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
menegaskan bahwa instansi wajib memberikan kesempatan rekrutmen bagi
penyandang disabilitas dengan memperhatikan syarat kesehatan yang sesuai,
sementara Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 mengatur secara teknis
verifikasi administrasi bagi pelamar disabilitas. Tanpa adanya SOP internal yang
spesifik, implementasi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana
diamanatkan oleh regulasi tersebut dapat terhambat pada tataran praktik. Dengan
demikian, penyusunan aturan teknis internal, termasuk SOP rekrutmen yang inklusif,
menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan agar seluruh proses berlangsung
transparan, adil, dan sesuai dengan mandat hukum serta teori tata kelola SDM
modern. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan rekrutmen penyandang

disabilitas di Kemensetneg sangat penting dilakukan, bukan hanya karena sejauh ini
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belum ada kajian sistematis mengenai implementasinya, tetapi juga untuk
mengidentifikasi faktor penghambat serta merumuskan strategi perbaikan. Dengan
adanya evaluasi yang komprehensif, proses rekrutmen diharapkan dapat berjalan
sesuai amanat peraturan perundang-undangan sekaligus mewujudkan prinsip inklusi
dan keadilan dalam rekrutmen ASN.

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi
adanya kesenjangan penelitian (research gap) yaitu belum adanya kajian evaluatif
mengenai kebijakan seleksi penyandang disabilitas sebagai CPNS di Kemensetneg.
Padahal, kebijakan ini telah diberlakukan sejak tahun 2014. Dengan demikian,
penelitian yang berfokus pada evaluasi kebijakan tersebut menjadi sangat relevan
untuk dilakukan, tidak hanya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat
memperkuat dan menyempurnakan mekanisme seleksi di lingkungan Kemensetneg,
tetapi juga untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan, yakni proses seleksi yang
lebih efektif, efisien, serta inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, rekomendasi
kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat aplikatif bagi Kemensetneg,
melainkan juga dapat direplikasi dan diadaptasi oleh instansi pemerintah lainnya.
Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang lebih luas
dalam peningkatan kualitas kebijakan rekrutmen dan seleksi penyandang disabilitas
sebagai CPNS di Indonesia secara keseluruhan. Bertolak dari identifikasi
permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan

penelitian utama yang dirumuskan sebagai berikut.

B. Identifikasi Masalah
Permasalahan yang teridentifikasi sebagai pijakan untuk penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.  Evaluasi kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas sebagai CPNS di
Kemensetneg belum dilakukan sehingga belum dapat diketahui efektivitas dan
manfaat dari kebijakan tersebut;

2.  Persentase ASN penyandang disabilitas di Kemensetneg masih sangat rendah,

yaitu hanya 0,219 persen dari total pegawai, padahal kebijakan alokasi 2 persen
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formasi bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen CPNS di Kemensetneg
telah diberlakukan sejak tahun 2014.

Belum ada turunan peraturan terkait rekrutmen CPNS bagi penyandang
disabilitas di Kemensetneg sehingga belum ada prosedur teknis secara nasional
dalam proses seleksi CPNS di Kemensetneg.

Beberapa tipe disabilitas belum tercakup dalam rekrutmen CPNS sehingga
berpotensi masih menciptakan diskriminasi terselubung bagi penyandang

disabilitas yang ingin mengikuti seleksi CPNS di Kemensetneg.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan seperti yang telah

dijelaskan pada halaman sebelumnya, penelitian ini bertujuan menjawab dua

rumusan permasalahan sebagai berikut:

1.

Mengapa rekrutmen penyandang disabilitas sebagai CPNS di Kemensetneg
belum optimal?
Strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan rekrutmen

penyandang disabilitas sebagai CPNS di Kemensetneg?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua rumusan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki dua

tujuan, yakni:

1.

Mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat rekrutmen penyandang disabilitas
sebagai CPNS di Kemensetneg belum optimal; dan

Merekomendasikan  strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam
mengoptimalkan kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas sebagai CPNS di

Kemensetneg.
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E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan dua tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan kebijakan rekrutmen

penyandang disabilitas sebagai CPNS di Kemensetneg.
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BAB V
PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa rekrutmen penyandang disabilitas

sebagai CPNS di Kemensetneg belum optimal karena masih terdapat gap yang

signifikan antara kebijakan normatif yang inklusif dan implementasi di lapangan. Hal

ini dianalisis dengan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Grindle, yang menyoroti

dua aspek utama: konten kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi

(context of implementation). Berdasarkan analisis dengan merujuk teori evaluasi

kebijakan menurut Grindle, faktor utama penyebab belum optimalnya rekrutmen

CPNS disabilitas di Kemensetneg adalah:

Konten kebijakan, yakni kejelasan aturan kuota (minimal 2%) sudah tegas,
namun manfaat dan perubahan yang ingin dicapai, yakni birokrasi yang benar-
benar inklusif, belum terealisasi secara utuh di lapangan.

Sumber daya pendukung di Kemensetneg masih terbatas, seperti fasilitas
aksesibilitas fisik, sarana pendampingan, dana khusus, serta SDM yang
memahami kebutuhan disabilitas belum memadai.

Kendala dalam proses administrasi, seperti persyaratan seleksi yang belum
sepenuhnya ramah disabilitas, informasi tentang formasi yang kurang
transparan, dan adanya resistensi birokrasi dalam interpretasi aturan.

Dari segi konteks implementasi, kepatuhan aktor pelaksana dan sinergi antar
lembaga kurang optimal, didukung rendahnya sosialisasi serta partisipasi

kelompok disabilitas dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

Adapun strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan rekrutmen CPNS

penyandang disabilitas di Kemensetneg antara lain:
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1. Penguatan sosialisasi yang inklusif tentang formasi khusus disabilitas, dengan
melibatkan komunitas penyandang disabilitas serta organisasi advokasi
sehingga informasi benar-benar menjangkau kelompok sasaran.

2. Penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur serta fasilitas
seleksi dan kerja yang ramah disabilitas, termasuk jalur kursi roda, teknologi
assistive, dan ruang kerja adaptif sesuai universal design.

3. Penyesuaian persyaratan administrasi dan proses seleksi agar lebih fleksibel
dan relevan dengan ragam disabilitas peserta (misal: ujian jarak jauh,
penghapusan syarat kesehatan jasmani yang tidak relevan, serta
pendampingan selama tes).

4. Alokasi anggaran khusus untuk aksesibilitas, pelatihan inklusif SDM, serta
peningkatan kompetensi pegawai dalam mendukung rekrutmen dan adaptasi
ASN disabilitas.

5. Penyusunan SOP dan pedoman teknis seleksi serta penempatan kerja yang
transparan dan non-diskriminatif, untuk mencegah bias dan memastikan job
matching antara kemampuan pegawai dengan tuntutan jabatan.

6. Implementasi audit dan evaluasi kebijakan secara berkala, baik oleh unit internal
maupun eksternal, untuk mengukur efektivitas kebijakan, mengidentifikasi

hambatan, serta mendukung perbaikan berkelanjutan.

Seluruh rekomendasi di atas perlu dievaluasi melalui dua dimensi utama
sebagaimana dikemukakan oleh Grindle, yaitu dimensi isi kebijakan (kejelasan aturan,
ketepatan tujuan, dan kecukupan sumber daya) serta konteks implementasi
(kapasitas birokrasi, tingkat kepatuhan aktor, dan dukungan lingkungan organisasi).
Keberhasilan kebijakan inklusi ASN penyandang disabilitas tidak hanya bergantung
pada pemenuhan kuota administratif, tetapi juga pada komprehensivitas strategi
manajemen sumber daya manusia (MSDM) serta kemampuan birokrasi dalam
menerapkan prinsip inklusi secara nyata di lapangan. Pendekatan MSDM yang adaptif

dan berlandaskan evaluasi kebijakan Grindle mendorong terwujudnya transformasi
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substansial, bukan sekadar implementasi simbolik yang hanya berorientasi pada
pemenuhan angka.

Hasil dari penelitian tesis ini juga menegaskan bahwa optimalisasi rekrutmen
CPNS penyandang disabilitas harus dilakukan secara multidimensi, melalui proses
evaluasi yang memadukan penilaian atas substansi regulasi, kecukupan sumber
daya, kapasitas kelembagaan, serta dinamika respons sosial-politik. Keberhasilan
kebijakan tidak cukup diukur dari pemenuhan kuota, tetapi juga dari kemampuan
sistem untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, nondiskriminatif, dan
responsif terhadap kebutuhan nyata penyandang disabilitas. Kerangka evaluasi
Grindle relevan digunakan dalam merumuskan rekomendasi reformasi kebijakan
rekrutmen CPNS di Kementerian Sekretariat Negara, dengan menekankan sinergi
antara isi kebijakan (kuota, manfaat, dan akomodasi) serta konteks implementasi
(kolaborasi lintas aktor, pengawasan terhadap praktik eksklusivitas, dan perbaikan
sistem), guna mewujudkan birokrasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi

penyandang disabilitas.

2., Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan
kebijakan rekrutmen ASN penyandang disabilitas di Kemensetneg berdasarkan sudut
pandang manajemen sumber daya manusia (MSDM) dengan penguatan pada aspek
substansi (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation).

Secara terperinci, saran yang disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Saran MSDM Berdasarkan Content of Policy
a. Kemensetneg perlu menyusun SOP seleksi CPNS disabilitas yang
mendetail, adil, serta akomodatif, meliputi penyesuaian proses seleksi,
asesmen kompetensi, dan berbagai bentuk akomodasi kerja yang relevan
dengan ragam disabilitas.
b. Kemensetneg perlu melakukan penyusunan kebijakan job matching untuk

menempatkan ASN disabilitas pada jabatan sesuai kapasitas dan
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kebutuhan organisasi, sehingga terjadi person-job fit yang optimal,
meningkatkan retensi dan kinerja pegawai.

Kemensetneg perlu melakukan penyediaan akses pelatihan,
pengembangan karier, dan promosi jabatan yang setara bagi ASN
disabilitas agar pengelolaan SDM menjadi lebih inklusif berbasis
meritokrasi.

Kemensetneg perlu melakukan alokasi anggaran khusus untuk kebutuhan
fasilitas kerja, teknologi assistive, serta pelatihan adaptif perlu menjadi
bagian dari kebijakan sumber daya manusia agar akomodasi disabilitas

bisa direalisasikan secara konsisten.

B. Saran MSDM Berdasarkan Context of Implementation

a.

Peningkatan sosialisasi yang inklusif dan mudah diakses, dengan
melibatkan komunitas dan organisasi disabilitas dalam penyebaran
informasi serta proses rekrutmen.

Penguatan lingkungan kerja yang mendukung inklusivitas, melalui
edukasi pegawai dan transformasi budaya organisasi untuk
menghilangkan stigma, diskriminasi, serta mendukung adaptasi pegawai
disabilitas.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik, baik internal
maupun eksternal, untuk menilai efektivitas realisasi kebijakan, distribusi
manfaat, serta kendala yang muncul dalam implementasi rekrutmen dan
pengelolaan ASN disabilitas.

Kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas, pengembangan
media aduan yang responsif, dan sistem mutasi fleksibel untuk
memastikan seluruh tahapan rekrutmen dan penempatan ASN bersifat

adaptif dan responsif terhadap kebutuhan riil.

Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya

dapat difokuskan pada isu yang serupa namun dilaksanakan di instansi pemerintah

lain guna memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai
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pelaksanaan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, disarankan
pula adanya kajian lebih lanjut yang memfokuskan pada aspek pasca rekrutmen,
khususnya mengenai pengalaman, tantangan, serta kebutuhan adaptasi para
penyandang disabilitas setelah mereka diangkat menjadi CPNS. Penelitian lanjutan
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan
kebijakan dan strategi pembinaan karier yang lebih inklusif dan responsif terhadap

kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan birokrasi pemerintah.
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